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EVALUASI PROGRAM PENYALURAN KARTU INDONESIA PINTAR
DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KURANG
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ABSTRAK
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Pertama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Penyaluran Kartu
Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu
Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam pemerataan pendidikan pemerintah
yang membuat program pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang
disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Yang bertujuan agar anak usia 6-12
tahun mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat untuk mengurangi anak yang
berhenti sekolah dan untuk membantu siswa yang kurang mampu di sekolah baik yang
ditingkat dasar maupun tingkat menengah. Dalam meringankan biaya pendidikan
dengan penyalurkan dana langsung-kepada siswa melalui bank.

Jenis penelitian yang .digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode
kualitatif dengan teknik mengumpulkan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek yang penelitian terdapat satu key informan
dan sebelas informan.

Dari hasil penelitian Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru dilihat dari 6 indikator-menurut.William N Dunn yaitu efektifitas dan
efensiensi pelaksanaan program ini belum“memenunhi target karena masih ada siswa yg
seharusnya dapat dia tidak mendapatkan dana bantuan KIP. Indikator Kecukupan dan
perataan tidak semua siswa yang mendapatkan KIP sehingga sekolah melalukan
beberapa usaha untuk melakukan upaya perataan seperti mengusulkan nama siswa yang
kurang mampu ke dapodik, kemudian indikator responsivitas dan ketepatan KIP dirasa
sangan membantu bagi siswa yang kurang mampu dan di harapkan kedepannya lebih
bagus lagi program yang di buat oleh pemerintah pusat. Saran untuk KIP agar dilakukan
sosialisasi kepadan siswa sehingga untuk kedepannya pemerataan KIP ini lebih baik.



EVALUATION OF THE SMART INDONESIAN CARD DISTRIBUTION
PROGRAM IN THE BUSINESS OF IMPROVING LESS COMMUNITY
EDUCATION IN BUKIT RAYA SUB-DISTRICT, PEKANBARU CITY

ABSTRACT
By:
Adina Saputri
167310103

Keywords: Evaluation, Smart Indonesia Card, Education Offiee, Junior High School.

This study aims to determine the evaluation of the Smart Indonesia Card Distribution
Program in an Effort-to Improve the Education of the Poor in the Bukit Raya District,
Pekanbaru City in the distribution of government education which makes educational
programs namely the . Smart Indonesia Program (PIP) whichis distributed through the
Smart Indonesia Card (KIP). Which aims to ensure that children aged 6-12 years get
education services until graduation to reduce children dropping out of school and to
help underprivileged students at school, both at the primary and secondary levels. In
reducing the cost of education by channeling funds directly to students through banks.
The type of research used is descriptive using qualitative methods with data collection
techniques done by observation, Ainterview and documentation techniques. As for the
research subjects, there is one key informant and-efeven informants.

From the results of the research evaluation of the Smart Indonesia Card Distribution
Program in an Effort to Improve the Education of the Underprivileged Community in
Bukit Raya Subdistrict, Pekanbaru City, seen from 6 indicators according to William N
Dunn, namely the effectiveness and efficiency of implementing this program has not
met the target because there are still students who should not be able to get it. KIP
assistance funds. Adequacy and evenness indicators are not all students who get KIP so
that the school makes several efforts to make leveling efforts such as proposing the
names of underprivileged students to the dapodik, then indicators of the responsiveness
and accuracy of KIP are considered very helpful for students who are less fortunate and
it is hoped that in the future it will be even better programs created by the central
government. Suggestions for KIP to do socialization to students so that in the future KIP
distribution is better.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945. Maka Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi 3 bagian, pertama Urusan
Pemerintahan Absolut, kedua Urusan Pemerintahan Konkuren.

Berdasarkan urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintah yang

menjadi sepenuhnya kewenangan pusat meliputi:
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Keamanan
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a. Dalam p ( r 3 usan wajib adalah
urusan pe pntahan yang wajib
diselengg : era A iberikan dengan

pelayanan dé

1
2
3
4.
5. Ketentraman
6

. Social

b. Urusan pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota meliputu:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
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3. Pangan

4. Pertanahan

5. Lingkungan hidup

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan ma

8

9

4 Urusan Pilihan
erpotensi  untuk
, kekhasan, dan
potensi ungg

Kelautan d
Pertanian
Kehutanan
Energi dan sumber daya
Pariwisata

Industry

Perdagangan
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Ketransmigrasian

Dari penjelasan dalam pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah bahwasanya pendidikan merupakan salah satu urusan pemerinahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.



Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama
dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena
perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan,
seperti: ekonomi, sosial, politik, dan_budaya. Hal Ini mengakibatkan pemerintah
berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan
pendidikan guna _meningkatkan . kualitas - hidup; ;bangsa Indonesia sebagaimana
diamanatkan oleh™ UUD. 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya _dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun. 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya
pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal
3A bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari
masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab
daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan
pendidikan terutama  pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan
masyarakat. Berdasarkan UU Nomer 23 Tahun 2014 dan. Peraturan Pemerintah No.25
Tahun 2000, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan
pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” mau pun “orang miskin” dan masyarakat
perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Menurut Undang — Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1)

menyatakan bahwa:



“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan UU.Sisdiknas.tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan

kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih
penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era_global dengan persaingan antar
bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, ‘pendidikan-menjadi syarat
mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk
bisa memenangkan kompetisi global.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program
Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang
unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan
Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk
mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang
masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar
sangat dibutuhkan oleh siswa-siswayang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin,
karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya
masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga
siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti

sekolah dan memilih bekerja.



Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan

kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup

di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi

juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun-pendidikan.

Setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu

masyarakat dikategorikan miskin. Berikut merupakan Kriteria miskin menurut standar

BPS (Biro Pusat Statistik):

w
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13.
14.

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m? per orang.

Jenis lantal tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbiah/kayu berkualitas rendah/tembok
tanpa di plaster.

Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

Sumber air minum berasal dari.sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kau bakar/arang/minyak tanah.
Hanya menkonsumsi daging/susu/ayam/dalam satu kali seminggu.

Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11.
12.

Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga“ialah: petani dengan luas lahan 500m?,
buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya
dengan pendapatan dibawah Rp.600.000, - perbulan.

Pendidikan tinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000, -
seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang

modal lainnya.



Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan

miskin.

Salah satu kebijakan. yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan

pendidikan masyarakat yang kurang mampu adalah Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar. diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dibawah
naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). melalui Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tepat pada tanggal 3
November 2014 meluncurkan program Kartu Indnesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), Kartu.Keluarga Sejahtera (KKS). Tujuan dari program tersebut adalah
untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah
anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini
diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya

transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu lindonesia Pintar menurut Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai
pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga
pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar
merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9

Tahun 2018 tentang Peubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.



19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yang selanjutnya
disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada
peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai
pendidikannya. Peserta didik adalah anggota  masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan tertentu,<Kartu-lndonesia. Pintar, yang selanjutnya disebut
Kartu Indosena Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga
pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai
penanda/ identitas untuk mendapat manfaat Program Indonesia Pintar.
Didalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2018~ Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri- Pendidikan Dan
Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Progam Indonesia Pintar:
Tabel I. 1: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2018 “Tentang||Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Progam Indonesia Pintar.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018

Pasal- pasal Ayat

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Program Indenesia Pintar yang selanjutnya disingkat
PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah
yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari
keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai
pendidikan.

2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

3. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat




KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6
(enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu)
tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta
didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal
sebagai penand atau identitas,untuk mendapatkan dana
IR

4. Menter adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pendidikan dasar dan menengah.

5. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang
mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap
kemajuan Pendidikan formal.dan/atau nonformal.

Pasal 2 PIP bertujuan untuk membantu biaya personal
pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari
keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar
sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal
atau nonformal.

Pasal 3 PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggung jawabkan;

b. efektif, yaitu harus.sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan-dan dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan
mendapatkan informasi mengenai PIP;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan;

e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus
dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang
sejalan dengan prioritas nasional.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 9
Tahun 2018.

Pekanbaru menjadi salah satu Kota yang melaksanakan Program Indonesia

Pintar dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan
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sekolah dan menghindari anak-anak yang putus sekolah. Berikut daftar penerima
Program Indonesia Pintar di seluruh Kecamatan Kota Pekanbaru:

Tabel I. 2: Daftar Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Se-

Kota Pekanb
. \ | I a'an.
“‘ " '.

Z
o

S LR
< /

Pekanbaru

Rumbai

Rumbai Pes

Sail

© X N o g & W N e

Senapelan

[EEN
©

Sukajadi

[EEN
=

Tampan

12. | Tenayan Raya

Jumlah

a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah.

b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah.
Sementara itu, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor Kementrian

Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), permasalahan yang berkaitan dengan Program

Indonesia Pintar (PIP). Di Kecamatan Bukit Raya mendapatkan data mengenai data



sekolah yang mendapatkan PIP disekitarannya dan adapun data terkait dengan sekolah
untuk mendapatkan KIP Tahun 2017-2019 adalah berikut ini:

Tabel 1. 3: Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DN disay yepepe g vowmyjoq

Kecamatan B aya Tahun Anggaran 2

No

| IX
1. | PKMB
2. | PKMB - 9
3. |SMP AZ A 1
4, |SMPYL 2
5 |SMPITB -
6. | SMP MU 12
7. | SMP N 22 29
8. |SMPN 35 p— _ 11
9. | SMPPGRI B i A S0 28
10. | SMP WID .= A S2Y 4
11. | SMP SJUA — 50 18
12. | SMP S YA U 4

Total Data

Sumber: Dinas Pendi t

EK&N@P\P‘O



Tabel 1. 4: Daftar Sekolah Menengah Pertama Program Indonesia Pintar di
Kecamatan Bukit Raya Tahun Anggaran 2018.

NO Sekolah Kelas
\VA1 VI IX

PKBM AL-ILMI RIAU - - 1

PKBM MIFTAK 3

PKMB PAY = 10

PKMB

SMP A

SMP YL RS “r 2

SMPIT -

SMP MU I 23

O X N g~ w N

SMP N 22 55

[EY
©

SMP N 35 32

IR
[ERN

SMP PGRI ‘ 45

[Ey
Ny

SMP WID = 6

[EY
w

SMP YLPI = | 6 i

-
>

SMP JUAR == S Ik =0 21

SMP S YA DU 13

[EEN
o1

LY

e

Li

Total Data

Sumber: Dinas Pendidi otaP L
Tabel 1. 5: Daft >

\Pr nesia Pintar di
Kecamatan hu

No 3 elas

1l IX

SMP ZUHRA SI o - 2

iy disay yejepe il udwnyo(]

SMP IT BUNAYYA 2 -

SMP MUHAMADIYA 4 9

SMP N 22 PEKANBARU 64 31 68

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

SMP N 35 PEKANBARU 43 24 35

SMP PGRI 14 27 35

SMP WIDYA GRAHA 2 5 12

SMP YLPI 4 3 -

©| N o g~ W N

SMP JUARA 15 19 20

=
©

SMP YABRI TERPADU 18 8 10

Total Data 514

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
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Besaran dana Program Indonesia Pintar yang diberikan perpeserta didik Sekolah
Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut:

a. Peserta didik kelas VI1I dan V111 semester genap diberikan dana untuk dua semester
sebesar Rp.750.000 00

b. Peserta didi s 1X emester sebesar
c ster sebesar
d. Peserta didi dua semester

sebesar Rp.
e. Peserta didik 750.000,00;

idapatkan oleh

AU ar

siswa dapat juga rti pembayaran

SPP bagi sekola sekolah Negeri.

AN

Namun, dalam kepada siswa
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Tabel 1. 6: Rincian Nama dan Alamat Sekolah, Jumlah Siswa, Siswa Penerima
KIP, Jumlah Dana KIP PerSemester, Daftar Jumlah SPP Sekolah dan
Sekolah Negeri dan Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No | Nama Sekolah | Alamat Jumlah
i SPP
Sekolah

1.
2. "

'

"

4
3. ~

D,
4. | SMPSYLP Rp.350.000

KOTA /bulan

_‘\\I\\

Sumber: Pihak Sekolah tahun 2019

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait
antara lain mencakup tingkat Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan

pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan
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Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat
teknis, dan lembaga penyalur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

jenderal yang m
dinas pendidkan

Direktora

aALNANE

kepada penerima

sebagai berikut:

T\ )

Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Pelajar/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu
Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Buku Tabungan.

Program KIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat
terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Peserta

didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai kewajiban sebagai berikut:



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1) Menggunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan ketentuan
pemanfaatan dana.

2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun.

3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah,

kepada seluruh anak usia sekolah yang ari keluarga kurang mampu melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama
(Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan
Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga

menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang

bersekolah maupun tidak.
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nery we[sy sej

Dalam hal ini sekolah memiliki peran penting pada pelaksanaan kebijakan Kartu
Indonesia Pintar (KIP). Adapun peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan adalah
sebagai berikut:

a) Mensosialisasikan g & dinasi ogr : a Pintar (PIP) kepada

b) dengan 21

entuan  yang

c) Mengidentifika T K ya : 5 ’ r (KIP) dan

memutakhirkan .( ) data . A ke dalam aplikasi
Dapodik sec —

d) Menseleksi dan'me se j i -H :.' ima ram Indonesia

Pintar (PIP) se
e) Menyampaik

Indonesia Pinte
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Gambar 1. 1: Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi
pesera didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Alur Pemarfaatan PIP bagi yang Tidak Memillki “I1P

Berikut bebera ) g terjadi di terkait dengan

Kartu Indonesia Pin atan Bukit Raya Kota
Pekanbaru:
1. Siswa yang tergolo gai penerima dana Kartu

2. Penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena lemahnya
pengawasan dari pihak Sekolah.
Dalam pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini melibatkan instansi
terkait antara lain mencakup tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan

nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
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dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dinas Pendidikan provinsi, direktorat teknis dan
lembaga penyalur.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan juo ) el : Indonesia Pintar

dalam hal ini pe np S akah Pelaksanaan

Program Penyalura : onesia Pintar Dals eningkatkan
- .‘! L]

Pendidikan Mas

Pekanbaru?”

Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

di SMP Negeri dan Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan

artu Indonesia Pintar
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BAB 11
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

=
o
)
>
=
=
3
=
o
@
>
@
=
)
S

Teori-teori yang
pada permasalah
1. Konsep lImu

Dalam pe

pembangunan

nasional,peberdayze leh karena itu

AR AR AR

8

pemerintahan har

fungsinya yang tela

hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong).
Menuut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang
memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap

yang melakukan hubungan pemeintahan, sehingga setiap warga negara masyaakat yang
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bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang

diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Sedangkan Erliana Hasan (2010;2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah

1. N3 3 erintah  disel an pihak yang

kekuasaan,dimana melalui kekuasaan tad a dapat diperintah.

Brasz mengatakan pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana
menjadi kompetisi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan
modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai

fungsi dari pada negara di dalam semua perwujudan (mulai dari negaa itu sendiri



provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi, perusahaan milik
pemerintah) sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik

(dalam Syafiie, 2007;35).

Lebih lanjut_Ndraha (2005;36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan
atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan kepentingan
manusia dan masyarakat. Sedangkan-yang disebut demgan pemerintah” adalah proses

pemerintahan dan pelindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dalam Ilmu Pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga publik
dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan
pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menuut

Rasyid (1997;13) antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan.serangan dari luar
dan menjaga agar tidak ‘terjadi- pemberontakan didalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

b. Memelihara ketertiban dan mencegah tejadinya keributan antar masyarakat,
menjamin perubahan aparatur yang terjadi_di dalam masyarakat dapat
belangsung secara damai.

c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status
apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan
lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

f.  Menerapkan kebijakan ekonimi yang menguntungkan masyarakat luas.
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g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
Selanjutnya Brasz (dalam Syafie. 2009;21) ilmu pemerintahan dapat diartikan

sebagai ilmu yang mempelajari_tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum

pemerintahan me A ima i n.dengan sebaik-
baiknya.

Selanjutnya'me Musan | nerintahan adalah
suatu ilmu yang

berhubungan deng

A\ A L) A

it

masyarakat yang K

internal maupun eksternal serta mengenal fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang
berlaku pada Negeri.
2. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku yang seharusnya bersifat

konsisten serta baik dari yang membuatnya ataupun yang menaatinya. Pentingnya



kebijakan menjadi salah satu ukuran dalam suatu penyelengaraan pemerintahan.
Kebijakan dijadikan sebagai tindakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan
terpenting untuk menghadapi suatu persoalan, baik dalam kehidupan pemerintah
maupun dari sudut sektor privat, Kebijakan hendaknya bebas dari-nuansa-nuansa politik
yang sering .mencoreng Kkepercayaan beberapa pihak dikarenakan identik dengan
keberpihakan pada yang memguntungkan ataupun karepa adanya kepentingan.

Hermino (2018;125) mengatakan bahwa setiap mrumuskan kebijakan harus di
pastikan bahwa kebijkan itu menjangkau masa depan. Oleh sebab itu, pelaku kebijakan
sering kali belum ada saat kebijakan itu di tetapkan. Sehingga dapat menyebabkan tidak
tepatnya kebijakan itu sendiri karena belum jelasnya antisipasi tentang pengaruh timbal
balik antara pelaku.dan lingkungannya. Kebijakan dapat dimaknai- dengan tindakan
secara sengaja yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan
adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017;5) mendefinisikan sebagai
kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat
pemerintah, karenanyaimlpikasi terhadap hakikat kebijakan public adalah: pertama,
kebijakan publik merupakan tindakan.yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan
yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yangdilakukan oleh
pejaabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula

negarif.
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3. Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor

seperti ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat

besangkutan. Kebijaka < adala _- g 2 syarakat pada masa

awal, memasuki :

cita-citakan.
Selanjutnya

Analisis Kebijakan

Menurut David Easton (dalam Anggara,2014;35) kebijakan publik adalah
mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye
(dalam Indiahono, 2009;17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintahan. Sedangkan Dye dalam Islamy (2000;19) menyatakan bahwa kebijakan

publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan,
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dan hasil yang membuat sebuah kehidupan Bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan

publik adalah: usaha untuk memahami dan memberi arti tentang apa yang:

enai suatu masalah.

\ 5
'y
-
o)
5
c
=
D
o
| S—
QD
5
QD
oD

yang dibuat oleh
Kebijakan Publi
masyarakat.

Menurut

SR ANRARALY

kesejahteraan sosi %‘ n sosial adalah
kebijakan pemerinta \" dampak langsung
terhadap kesejahteraa @ i sosial atau bantuan

keuangan (dalam Suharto, 2 ‘Q
Laswell dan Kaplan dala ‘ 04,5 endef|n|3|kan kebijakan publik
“sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai
tertentu, dan praktik-praktik tertentu”, (a projectod program of goals, values and
practies). Selanjtnya David Easton dalam Nugroho (2004;53) menyebutkan kebijakan

publik “sebagai aktivitas pemerintah”, (the impact government).
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Kebijakan Publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis atau pun
teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-

preferensi politis dari pada actor yang terlibat dalam proses kebijakan khususnya pada

Publik adala 1tuse at oleh nega a pe ah, sebagal

strategi untuk
strategi untuk
dicita-citakan”. ’
Pembuatan ke : pakan sebl * dﬂ’ n pada tujuan,
sebagai yang me iri I datil aktifi K da f murni, yang
bertujuan untuk
dikehendaki (Ting

Kebijakan 1 ulasikan se dasarkan aturan

tertentu.

ukur kebijakan public yang baik antara lain:

a. Berkeadilan sosial

b. Partisipasi pembangunan secara keseluruhan

c. Peduli lingkungan

d. Pelayanan publik yang berkualitas

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara

f.  Pertanggungjawabanyang professional
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g. Analisis etis (jujur, objektif, adaptif).
Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, yang disampaikan oleh Eulau

dan Prewitt (dalam Agustino, 2016;17) kebijakan adalah ‘keputusantetap’ yang

keputusan yang

pembuatan kepu

nilai yang mendasa
masalah.

Menurut Subarso ) eberapa tujuan yang dapat
dirinci sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat
diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

b. Mengikuti tangkat evaluasi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat
diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah
mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu

kebijakan.
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d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujuk
untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif dan negative.

e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk

mengetahui adanya pe

impangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan

Evaluasi
adalah proses

membandikan an

RS ) )

WA

Menurut S

evaluasi adalah

=
o
«Q
=
jab)
3
3
s8]
=
@
]
sV

evaluator program
program yang belu
Menurut Willian 3 ) 36), istilah evaluasi
dapat disamakan denga
penilaian (assessment).
Evaluasi menurut Edwar A. Suct dalam Riant Nugroho,2003;1999) disisi
lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi

kebijakan, yaitu:

a. Mengendifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
b. Analisis terhadap masalah
c. Deskripsi standardisasi kegiatan



d. Pengukuan terhadap tingkatan perubahan yang tejadi

e. Menentukan apakah peubahan yang di amati merupakan akibat dari kegiatan
atau karena penyebab yang lain

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi menurut Ndraha (1999;21) vaitu-perbandingan. antara tujuan yang
hendak dicapai penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenanya, sehingga dapat
disimpulkan dengan analisis akhir-apakah: suatus kebijakan harus direvisi atau di
lanjutkan. Sedangkan menurut \Worthen dan Sanders evaluasi adalah”mengukur nilai
(merit) dan manfaat (worth) dari objek evaluasi (dalam Wirawan, 2011;2).

Dalam bukunya Winarno (2007;230) mengemukakan enam langkah dalam
evaluasi kebijakan, yaitu:

Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
Analisis terhadap masalah.

Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

Pengukuran terhadap tingkat/perubahan yang-terjadi.

S A

Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan
tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan kebeadaan suatu dampak.

Mengikuti William N. Dunn (2013;608-610) .istilah evaluasi dapat disamakan

dengan penaksian (appraisal), pemberi angka rating, dan penilaian (assessment).
Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dapat
dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi

metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan
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rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi
kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu

lebih pada proses: perumusan dari pada muatan kebujakan yang biasanya hanya melalui

Kriteria eval m) indikator
yaitu
1. Efektifit
2. Efensiensi, sek ak us lencapai hasil yang
diinginka
3. Kecukupa berapa hasi :: ah te -H:f ( kan masalah
4. Perataan, ah bi m 7 il sika pada kelompok

suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan
membandingkan dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan.
Menurut Kertonegoro (1998;96) evaluasi adalah proses yang mengukur prestasi

yang berjalan dan menuntun arah ketujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi
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evaluasi terletak pada evaluasi langkah yang ada kaitannya dengan hasil yang
ditentukan dalam proses perencanaan.

Menurut Nurcholis (2005;169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan

informasi bagi pembt Sa 1) asi merupakan
kegiatan yang bermak \ engetahui 3 ah ditentukan dapat
dicapai, apakah p _- : -_ re 3, 03 mpak apa yang
terjadi setelah pr = : 3=

Menurut
sumber nilai secara

dimana hasil evalua : i alik untuk perencanaan

pendidikan dasar dan menengah, direktorat jendral yang menangani pendidikan
nonformal, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, satuan
pendidikan, dan pemangku kepentingan sesuia dengan kewenangannya. Kementrian
pednidikan dan kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan

Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan olen Tim Nasional Percepatan



Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan
kepada anggaran direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah
sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Tim Nasioanl .Pencepatan -Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K) adalah
lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas. pemangku
kepentingan ditingkat pusat untuk _melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Dibentuk berdasarkan Peraturan Prsiden Republik Indonesia.nomor 15 tahun 2010
tentan Pecepatan Penanngulangan Kemiskinan, bertanggung jawab kepada Presiden
Republik Indonesia dan diketahui oleh Wakil Presiden memberibantuan melalui Kartu
Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib
Belajar bertujuan untuk meringankan beban baya yang terlaluberat bagi orang tua yang
berhasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah
mmemberi bantuan pendidikan berupa Karu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak
miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka.
Pengalokasian dana bantuan. ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan
siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya.untuk- membeli perlengkapan sekolah,
biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar yang tercantum dalam petunjuk
pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016 adalah:

a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan
layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung

pelaksanaan Pendidikan menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
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b) Meringankan biaya personal pendidikan.
c) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak
melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

d)

satuan penc

Sasaran

2,
=5

»
wn

<6

3
Ee]

2,

dengan 21 tahun ya
a) Peserta didik
b) Peserta didik

kusus seperti:

1. Peserta

Peserta

‘3‘%\\%\"‘1"

w
\N)é
Q)
=
@
<3
=
b
=
=
b}
2.

Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

7. Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12.

8. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang:
Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan pelayaran /kemaritiman.

Pengusulan penerima dana Program Indonesia Pintar dilaksanakan melalui

mekanisme sebagai berikut:



a)

b)

d)

Peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) melaporkan kepemilikan
kartunya ke sekolah untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat Program
Indonesia Pintar (PIP).

Bagi anak-anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum/tidak berstatus
sebagai peserta didik, diharapkan_melaporkan® kartunya ke sekolah dan/atau
SKB/PKBM atau lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai identitas prioritas
calon peserta didik dan penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
Sekolah menandai status  kelayakan ' peserta”'didik , sebagai penerima Program
Indonesia Pintar (PIP) dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data
peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke dalam aplikasi Dapodik
secara benar dan lengkap, terutama pada kolom berikut:

1) Nama Siswa

2) Tanggal Lahir

3) Nama Ibu Kandung

4) Nomor Kartu Indonesia Pintar.(KIiP)

Untuk jenjang SD dan SMP, dinas Kabupaten/kota mengusulkan peserta didik
pemegang Kartu' Indonesia Pintar (KIP) sebagaiicalon penerima dana/manfaat
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia
Pintar (PIP) yang dapat di akses di laman:
Data.dikdasmen.kemdikbud.o.id/pipdikdasmen.

Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya
menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik .calon penerima Program Indonesia
Pintar (PIP) dari sekolah ke direktorat teknis terkait. Data inimerupakan usulan
siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.



Selanjutnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan langsung ke peserta

didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

B.

Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima Program Indonesia Pintar (PIP)
yang tercantum dalam surat. keputusan direktur.-ke lembaga penyalur untuk
dibuatkan rekening.

Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) ke. KPPN ‘untuk 'diterbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur,

KPPN menyalurkan dana sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening
penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.

Direktorat teknis. menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada
lembaga penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur
dalam perjanjiankerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.
Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.

Dinas pendidikan+ kabupaten/kota meneruskan informasi surat keputusan ke
sekolah/satuan pendidikan nonformal,

Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan ke
peserta didik/orang tua/wali.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini“menjadi salah satu.acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian

pada penelitian penulis.



Tabel 11. 1: Peneliti terdahulu terkait Evaluasi Program Penyaluran Kartu
Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan

Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru.
Nama Judul Tahun Persamaan Perbedaan
penelitian
1 2 3 4 5
Yona Aprilia Implementasi 2018 Persamaan Perbedaan
Kebijakan penelitian ~ yang | yang ada
Universitas Penyaluran Kartu sedang penulis | antara
Islam Riau IndonesiaPintar lakukani/< dengan | penelitian
Dalam Usaha penelitian yang sedang
Meningkatkan terdahulu. adalah | penulis
Pendidikan objek  penelitian | lakukan
Masyarakat Kang befokus denga_n_
: epada Program | penelitian
W s Kartu  Indonesia | terdahulu
Sekolah Model : .
Pintar adalah  dari
Penjamin Mutu Segi teorti,
Pendidikan  Sma waktu  dan
Negeri 1 lokasi
Kampar Kiri peneliti
Kabupaten
Kampar
Saras Setyawati | Efektivitas 2018\ [\Persamaan antara | Sementara
Program Kartu penelitian  yang | perbedaan
Program Studi | Indonesia  Pintar sedang penulis | yang ada
Manajemen (Kip) Bagi Siswa kerjakan  dengan | antara
Pendidikan Smk Di penelitian “~.yang | penelitian
Islam Fakultas | Kecamatan menjadi acuan | penulis
Tarbiyah  Dan | Jeruklegi penulis dalam | dengan
lImu Keguruan | Kabupaten penelitian penelitian
Institut Agama | Cilacap (Studi terdahulu ini | terdahulu
Islam  Negeri | Permendikbud No. adalah fokus | adalah  dari
(lain) 12 Tahun 2015 penelitian ~ yang | segi  waktu,
Purwokerto Tentang Program ada pada program | lokasi
Indonesia Pintar) pemerintah untuk | universitas,
menjalani Program | dan juga
Kartu  Indonesia | dinas  atau
Pintar. aparatur
pemerintah
yang menjadi
tempat




penelitian

penulis.
Ahmad Kinerja Program | 2018 | Adanya persamaan | Perbedaan
Indonesia  Pintar dalam dari  usulan
Universitas Melalui Kartu variabel,contohnya | penelitian ini
Gajayana Indonesia« wPintar Program Kartu | adalah teori
(Survei Pada 6 Indonesia Pintar penelitian
Provinsi di yang
Indonesia) digunakan
Nurul Fadhilah | Analisis Evaluasi | 2018 | Adanya kesamaan | Sementara
Kebijakan dalam. . penelitian | perbedaan
Universitas Program Kartu yang sedang | yang ada
Muhammadiyah ['Indonesia = Pintar penulis  Kerjakan | antara
Sumatera Utara | (KIP) Dalam dengan penelitian | penelitian
Medan Meningkatkan yang menjadi | penulis
Kualitas acuan penulis | dengan
Pendidikan dalam penelitian | penelitian
Masyarakat terdahulu ini | terdahulu
Indonesia adalah fokus | adalah
penelitian  yang | metode yang
ada pada program.| digunakan
pemerintah untuk
menjalani Program
Kartu  Indonesia
Pintar.
Ebni Sholikhah | Pemanfaatan Dana |2018.  .Persamaan Sementara
Program Indonesia penelitian  yang | perbedaan
Universitas Pintar (PIP) Oleh sedang penulis | yang ada
Negeri Siswa SMPN 2 lakukan  dengan | antara
Yogyakarta Gedangsari penelitian penelitian
Kabupaten terdahulu, adalah | penulis
Gunung Kidul objek  penelitian | dengan
yang befokus | penelitian
kepada Program | terdahulu
Kartu  Indonesia | adalah  dari
Pintar segi  waktu,
lokasi
universitas,
dan juga
metode yang
di gunakan.

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019
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C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan alur penulisan karya ilmiah atau penelitian yang

dilakukan yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan

teori-teiri serta indikat \ elavan dan..¢ \ m menganalisis dan
memecahkan "ﬂb ‘Ei““ .?0 . ap evaluasi
>
program penyalura Jonesia- Pintar m@” , Pendidikan
R@O

teori yang kemud ‘ i jadikan sek ( menggunakan
teori dari Willia 0 ant Nugroho, 2 in-poin kinerja

dari teori William



Gambar 1l. 1: Kerangka Pikir Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia
Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat
Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nongor 19 tahun 2016 Tentang Petunjuk
Program Inionesia Rintar

William N Dunn (dalam Riant
Nugreho,2009:557)

valuast Program Kartu fndonesta Pintar
|

¥
Efektifitas
Efisiensi
Kecukupan
Perataan
Responsivitas
Ketepatan

v

Output Penelitian

OO 1 | @D Nl

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019

D. Konsep Operasional

Teori operasional adalah. serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil
yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai
fenomena dengan menetukan hubuungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan
fenomena alamiah.

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang konsep atau pun istilah yang
digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasikan konsep tersebut untuk

mempermudah pemahaman dalam penelitian ini:
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1) Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam
penyelesaian masalah dengan kejadian yang terjadi sebenarnya, sehingga

dapat disimpulakan dengan analisis akhir apakah suatu kejadian harus revisi

2) Pen ~ha anis: ne hak  untuk

3) ijaka , ) eharusnya bersifat

ang menaatinya.

dalam suatu

4) ij adalah._po _ an & eks dari pilihan-

a)

b) Efisiensi adalah usaha-usaha yang diperlukan mencapai suatu hasil yang
diinginkan.

c) Kecukupan adalah seberapa hasil yang telah tercapai dapat memecahkan

masalah bagi SMP Negeri dan SMP Swasta.
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d) Perataan adalah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada
kelompok masyarakat berbeda.

e) Responsivitas adalah hasil dari kebijakan yang memuat nilai kelompok

Evaluasi Program .Pe : aha Meningkatkan

Pendidikan Masyarake ang Mamp <€ Pekanbaru.
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Tabel 11. 2: Operasional Variabel Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia
Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang
Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Konsep Variabel

Indikator

Sub Indikator

ety
Q N,

x )

I

4

Adanya manfaat
program bagi siswa
Ketepatan tujuan
progam

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

mengetahui sesuatu ; i gka a pun jenis
penelitian yang rtinya suatu
penelitian yang ntuk diambil
kesimpulan seca

Menurut
bahwa peneliti
interpretif dan né

kualitatif segala

situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus
dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam

pengkajiannya.
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B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini ada pada daerah Kota Pekanbaru. Lokasi yang dijadikan

peneliti untuk melakukan penelitian ada pada beberapa SMP Negeri dan Swasta di

meliputi beberapa m

1. Informan

2. . 16 1 ibat langsung dalam interaksi

sosial yang diteliti.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan melalui orang-orang yang
terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Evaluasi Program Penyaluran Kartu
Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu

Di Kecamatan Bukit Raya Kota pekanbaru.
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Tabel I11. 1: Daftar Informan dan Key Informan Evaluasi Program Penyaluran
Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan
Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru
No Nama Jabatan Keterangan
1. Key Informan
2. Informan
3. Informan
4. Informan
5. Informan
6 Syarifah Informan
7. Sri Rama Informan
8. Desmarita S Informan
9. Muklis, S.Pd Informan
10. | Ade Sutian, S.Pd ~ Informan
Muhammadiyah 2 Kota
Pekanbaru
11. | Elly Sazdiana Orang Tua Murid SMP Negeri 22 Informan
Kota Pekanbaru
12. | Wiwit Orang Tua Murid SMP Negeri 22 Informan

Kota Pekanabru

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019
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D. Jenis dan Sumber Data
Data-data utama yang paling penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai

referensi setelah di olah. Ada pun dalam penelitian ini data yang di butuhkan terdiri dari

1. Data pri

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan kepada
informan berdasarkan tujuan peneliti, dan memperloleh keterangan. Dalam
penelitian ini peneliti akan melakukan Tanya jawab langsung Face To Face
kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sumber informasi untuk

memperoleh data.
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3. Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang
berbentuk dokumen yang berisikan data yang penting, baik itu berbentuk teoritis

maupun data konkrit yang terdapat dilapangan. Dapat digunakan dan sangat

digunakan adalah met S fy an data yang ada
dari berbagai sumb
menelusuri segala” fa : ) an permasalahan yang dibahas
berdasarkan variable-dan i 1 i : an berdasarkan
penilaian peneliti.
aka data tersebut

Setelah data

dikelompokkan me ) varia nya. Kemudian data

logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum
tentang Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan

Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



G. Jadwal Waktu Kegiatan

Tabel 111. 2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Evaluasi Program Penyaluran
Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan
Masyarakat Kurang..Mampu Di-Kecamatan, Bukit Raya Kota

Pekanbaru.
No | JenisKegi Bulan dan Minggu ke-
atan November- Maret April Mei - Juli Agustus - | Oktober
Februari September
1w | =g 2 L e 3 213 1123411123
1 | Penyususn
an UP
2 Seminar
upP
3 Revisi UP
4 Revisi
Kuisioner
5 Rekomend
asi Survei
6 Survei
Lapangan
7 Analisis
Data
8 | Penyusuna
n Laporan
Hasil
Penelitian
9 Konsultasi
Revisi
Skripsi
10 | Ujian
Komfereh
ensi
Skripsi
11 | Revisi

Skripsi
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12

Pengganda
an Skripsi

Sumber : Data Olahan Penulis 2019
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Nama ‘ ke 4 ang pada saat itu
dipimpin oleh seorang erus berkembang
menjadi kawasan pe an | jadi Dusun Payung

Sekaki yang terl

Nama Pa kan Senapelan.

Perkembangan Se Kerajaan Siak Sri
Indrapura. Semen enapelan, beliau

membangun istananya Kit be atan-dengar ampungan Senapelan.

Selanjutna pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 104 H atau tanggal 23 Juni 1784 M
berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar
dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menajdi “Pekan Baru” selanjutnya

diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah
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ditinggalkan dan mulai popular sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam Bahasa

sehari-hari disebuat PEKANBARU.

2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

menjadi 58 Kelurahan/Desa. Untuk lebih Ia ya dapat di lihat jumlah kecamatan dan

luas wilayah kota Pekanbaru pada table berikut ini:



Tabel 1V. 1: Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2019

No. | Kecamatan Luas Wilayah | Presentase Luas
(Km?)

1. Tampan 63,08 9,98

2. Payung Sekaki 8

3. Bukit Raya

4. '

5.

6.

7. Sail

8. | Pekanbaru Kot

9. Sukajadi

10. | Senapelan

11. | Rumbai

12.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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3.

4.

Memiliki beberapa anak sungai antars gal Umban Sari, Air Hitam, Siban,
Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai
Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke

kota serta dari daerah lainnya.
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Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum
berkisar antara 34,1°C — 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C — 23,0°C. Curah

hujan antara 38,6 — 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

jiwa/Km?, 43.982 jiwa/Km? dan 38.18 . Sedangkan empat Kecamatan yang
relative jarang penduduknya yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa/Km?,
Sail 22.956 jiwa/Km?, Payung Sekaki 9.917 jiwa/Km? dan Rumbai Pesisir dengan

7.297 jiwa/Km?.
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Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera,
setalah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup

pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk.

4. Pemerintahan

wali kota.

roda pemerintahan ja ak menentu. Pada 9 Novs ali diyunjuk Datuk
Wan Abdul Rah ai wa : < “ a8 menjabat sebagai
Bupati Kampar. S gku Bay, yang

sebelumnya juga

a. Orde Baru

erintahan serta ditambah dengan
muculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota
Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A Rahman Hamid,

yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode

pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih lbrahim Arsyad, S.H., pada 1 Juli
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1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H.

Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode.

euphoria yang &k la ) araka Pekanbaru,
kecendrungan terte ‘. . aﬁf i, mendorong
masyarakatnya : min. = Ke ; asyarakat atas

i ok lain api dalam sekam,

jika dibiarkan aka a Pekanbaru.

B. Profil Sekolah

1. SMP Negeri 2

o
&
tk
v
o
Fek
=
o

<ateid

W
“‘
P

Nama Sekolah
Nama Kepala Sekolah
Alamat Sekolah

Kecamatan

Kota : Pekanbaru
Provinsia - RIAU

Dibuka Tahun 11992

NSS : 20.1.09.60.08.061
NIS : 200610

No. Sertifikasi : 409/BAP-SM/KP-09/xii/2009
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Akreditasi Sekolah tA
Lingkungan Sekolah : Aman Terkendali
Status Sekolah : Negeri

Rintisan SSN

Jenis Sekolah

Luas Pekarangan Se

1. Visi Dan

Visi: S oa sekol : timis, beriman dan

1. atkan - bentuk moral

2. p‘

3. a] g an secara aktif,

. @ _

5. % yang kuat dan

6. nba i

7 a melalui English

8. Meningkatkan kegiatan Vv gkungan sekolah yang
bermutu.

9. Melaksanakan manajeme ruh warga dan komite sekolah

sebagai bentuk perwujudan MB en berbasis sekolah).
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2. Kondisi Siswa

Table IV. 2: Kondisi Siswa Sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru

Tahun

Jumlah Siswa

Pelajaran

2018/2019

Sumber: Da
3. Kondisis €

a. Kepala
b. GuruP

e Honc
e. Penjaga Se

Ruangan

Kelas

Laboratorium

Perpustakaan

Kepala Sekolah

Tatat Usaha

Majelis Guru

Gudang

OSIS

Ruang BK

RPlRrlw R RPN
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UKS

Mushallah

Ruang Wakil

Ruang Koperasi

Ruang Komputer

Sumber : Data Ola

5. Kondisi

Tabel 1V. 4: Kg
No.
1. Basket
2. | Volly Ba
3. Futsal

Takraw

5 Batminto

Sumber: Data Ola

2. SMP Negri 3

Nama Sekolah

Nama Kepala Sekolat

Alamat Sekolah
Kelurahan
Kecamatan

Kota

Provinsia
Dibuka Tahun
NSS

NIS

Kategori Sekolah

SREAN;)

‘\‘Ya\ﬁ_-\\\\

N

0
A

: Pekanbaru

: RIAU

: 2008
:20.1.09.60.08.074
: 10495043

: Reguler
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Akreditasi Sekolah
Status Sekolah

Luas Tanah

Luas Bangunan

: Negeri

A

1 7.500 meter

3. Terwujud
4. Tertanam

Tahun

Pelajaran

inaw’

Vil

=4
-
o

A Pekanbaru

Jumlah

2018/2019

199

216

220

635

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019

3. Kondisis Guru Sekolah/ Pegawai

a. Kepala Sekoalah
b. Guru PNS

Sudah Sertifikasi
Belum Srtifikasi

: 1 orang
: 33 orang
: 30 orang
: 3 orang
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c. Guru Honor/ GTT :5
e Guru Bantu
e GuruGTT
e Guru Honor Sekolah : 5 orang

d. Pegawai Tata Usaha

S 'o‘

Tabel 1V. 6: Sar

Ruanga

Kelas

Laboratorium

Perpustakaan

Kepala Sekolah

Tatat Usaha

Majelis Guru

Gudang

OSIS

Ruang BK

UKS

Mushallah

Ruang Wakil

Ruang Koperasi

Ruang Komputer -

Sumber : Data Olahan Sekolah 2019
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5. Kondisi Sarana Olahraga

Tabel 1V. 7: Kondisi Sarana Olahraga Sekolah SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru

No. Lapangan Jumlah
1. Basket 1
2. | Volly Ball
3.
4,
5

3. SMP Swasta

Nama Sekolah
Nama Kepala Sek

Alamat Sekolah 11 perhentian

Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsia

Dibuka Tahun

NSS

NIS

Akreditasi Sekolah tA
Lingkungan Sekolah - YLPI
Status Sekolah : Swasta

Luas Pekarangan Sekolah  : 2491 meter
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1. Visi Dan Misi Sekolah SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru

Visi . “Terwujudnya sekolah yang mengaktualisasikan dasar-dasar
keilmuan dalam mempersiapkan generasi islam berkualitas,
beragidah dan berakhlak sesuai Al-qur’an dan Sunnah”.

Table IV. 8: Ko

Tahun
Pelajaran

2018/2019

Sumber: Data O

3. Kondisis Guru

[ ]

Belum Srtifika

c. Guru Honor/ GTT
e Guru Bantu g
o GuruGTT |-
e Guru Honor Sekolah : -

d. Pegawai Tata Usaha .3
e PNS -
e Honor Kota |-
e Honor Sekolah

e. Penjaga Sekolah 2
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4. Sarana Dan Prasarana

Tabel 1V. 9: Sarana dan Prasarana Sekolah SMP Suwasta PGRI Kota Pekanbaru

Ruangan Jumlah

Kelas
Laboratorium

Tatat Usaha

|

i
AL
g

Ruang Kompute
Sumber : Data G

Majelis Guru i a
Guing \LAW | T
0SIS VvV 7 AV
RuangBK (A [T
UKS F W/
Mushallah F WV B
Ruang Wakil A L
Ruang Koperasi = ||
AR\

ol

5. Kondisi Sara

\ R !

Tabel 1V. 10: Ko asta YLPI Kota
No.
1. Basket 1
2. | Volly Ball 1
3. Futsal 1
4. Takraw 1
5 Batminton 1
Sumber: Data Olahan Sekolah 2019
4. SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru
Nama Sekolah :SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru

Nama Kepala Sekolah : Meri Julinda, S. Ag
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Alamat Sekolah :JL. T. Bey (Utama I) Gg. Swadaya

Kelurahan : Simpang Tiga

Kecamatan : Bukit Raya

Kota

Provinsia

Dibuka Tahu

NSS
NIS

Akreditasi Sekolz
Status Sekolah

Pekanbaru

1. Visi Dan Misi Sek SMP _;- nbaru

prestasi dan

Unggul da
Unggul dale
dan Provinsi.
Unggul dala

pembelajaran terpadu, Iqra’, Tadarus Al-Qur’an, Sholat Zuhur berjama’ah serta
tahfizul qur’an dan mengembangkan bakat dalam muhadhorah.

Menumbuhkan semangat disiplin dalam semua aspek.

Mendorong siswa untuk mengenali potensi dari dan meningkatkan
keterampilan berbahasa inggris, Bahasa arab, karya tulis ilmiah, desaingrafis
(TIK).

Mendorong siswa untuk mengenali diri dan meningkatkan kreatifitas dalam
seni dan olahraga.

Meningkatkan pembelajaran efektif tuntas minimal tercapai lulusan 100%.]
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6. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan gerakan penghijauan
bebas dalam polusi.

7. Menerapkan perilaku sehat dan ramah lingkungan serta 5S (salam, sanyum,
sapa, sopan, santun).

8. Membangun karakte

Mendorong sisw

a bersih dan jujur.

iswa peduli lingkungan buda
i an kreatifitas dalam

nenggoali diri dan

Indikato

1. Beruba

2. Peduli ki ﬁgr an _

3. Berbaga : y' ah yang tertib,
tentram,

2. Kondisi Sisw

Table V. 11:

Tahun
Pelajaran

2018/2019

Sumber: Data Olahan
3. Kondisis Guru Se

a. Kepala Sekoalah
b. Guru PNS
e Sudah Sertifikasi
e Belum Srtifikasi 13
c. Guru Honor/ GTT D
e Guru Bantu L -
e GuruGTT ]
e Guru Honor Sekolah : 13
d. Pegawai Tata Usaha
e PNS L -
e Honor Kota L -
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e Honor Sekolah 22
e Karyawan Tetap 3
e. Penjaga Sekolah 1

4. Sarana Dan Prasarana

Kelas
Laboratorium
Perpustakaan
Kepala Sekolah
Tatat Usaha
Majelis Guru
Gudang
OSIS

Ruang BK
UKS
Mushallah
Ruang Wakil
Ruang Koperasi
Ruang Komputer

Tabel 1V. 13: Kondisi Sarana C
Kota Pekanbaru

No. Lapangan Jumlah
1. | Basket 1

2. | Volly Ball 1

3. | Futsal 1

4. | Tenis Meja 1

5 | Batminton 2

Sumber: Data Olahan Sekolah 2019



C. Fungsi Dan Tugas Organisasi Sekolah

1. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

a)

b)

Kepala Sekolah Sebagai Pendidikan (Educator)

Membimbing guru.dalam hal menyusun dan-melaksanakan program
pengajaran,. mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program
pengajaran dan remedial.

Membimbing karyawan' dalam: hal . menyusun program kerja dan
melaksanakan.tugas sehari-hari.

Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan
mengikuti lomba diluar sekolah.

Mengembangkan staf melalui pendidikan/ latihan, melalui pertemuan,
seminar dan diskusi, menyediakan bahan “bacaan, memperhatikan
kenaikan pangkat, mengususlkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon
Kepala Sekolah.

Mengikuti — Perkembangan IPTEK Melalui  Pendidikan/latihan,

pertemuan, seminar, diskusi dan bahan-bahan.

Kepala Sekolah sebagai-Manajer (Manager)

Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling
dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar mengajar
dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling.

Mengelola administrasi kesiswaan ‘dengan memiliki data administrasi
tenaga guru, karyawan (TU/laboran/teknisi/ perpustakaan).

Mengelola administrasi keuangan, baik administrasi keuangan rutin.
Mengelola  administrasi sarana/prasarana  baik  administrasi

gedung/ruang, alat laborattorium, perpustakaan.

Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi (Administrator)

Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka

panjang.



d)

f)

Menyusun organisasi ketenagaan di sekolah, baik Wakasek, Wali kelas,
Ka TU, Bendahara, Personalia kegiatan temporer, seperti Panita Ujian,
panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya.
Menggerakkan_staf/guru/karyawan dengan cara memberikan arahan dan
mengkaoordinasikan pelaksanaan tugas:

Mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal, memanfaatkan
sarana/prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik

sekolah.

Kepala Sekolah Sebagai Penyelia (Supervisor)

Menyusun program supervise kelas, kegiatan ekstra kurikuler dan
sebagainya.

Melaksanakan program supervise baik supervise kelas, dadakan,
kegiatan ekstra kurikuler dan lain-lain.

Memanfaatkan  hasil  supervise  untuk meningkatkan  kinerja

guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah.

Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader)

Memiliki kepribadian-yang kuat, jujur,-percaya diri, bertanggung jawab,
berani mengambil resiko dan berjiwa besar.

Memahami kondisi anak buah, baik guru, karyawan dan adak didik.
Memiliki visi dan memahami misi sekolah.

Mampu mengambil keputusan baik urusan internal maupun eksternal.

Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan.

Kepala Sekolah sebagai Pembaharu (Inovator)

Mampu menvari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari pihak
lain.

Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar
dan bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan tenaga guru dan

karyawan, Kkegiatan ekstra kurikuler dan mampu melakukan



pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di Dewan Sekolah

san masyarakat.

g) Kepala Sekolah sebagai Pendorong (Motivator)

Mampu mengatur lingkungan kerja.

Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai.

Mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi
hokum yang sesuai dengan.yang,ada.

2. Tugas Wakil Kepala Sekoalah Urusan Kurikulum

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

Menyusun program pengajaran.

Menyusun dan menjabarkan kelender pendidikan.

Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.
Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir.
Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan.
Mengatur jadwal penerimaan rapor dan ijazah.
Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar.

Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.
Mengatur coordinator mata pelajaran

Melakukan supervise administrasi akademis

Melakukan pengarsipan program kurikulum

Penyusunan laporan secara berkala.

3. Tugas Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan

Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam:

Menyusun  program  pembinaan  kesiswaan  (OSIS), meliputi:
kepramukaan, PMR, UKS, PASSUS, pesantren kilat.

Melakukan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib

sekolah serta pemilihan pengurusan OSIS.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

- Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi.
- Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan incidental.
- membina dan melakukan koordinasi 9K.

melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima beasiswa.

Melaksanakan pembukua an prasarana secara rutin.

- Menyusun laporan secara berkala.

- Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan
sekolah.

- Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid.

- Membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga pemerintah,
dunia usaha, dan lembaga social lainnya.

- Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah.
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5. Tugas

Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah.
Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah.
Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk

mewujudkan.

da

Majelis d ) ® A Sekolah dalam

pengelolaan ke

b)

pendidikan.

Mengetahui jumlah anak did

Mengetahui jumlah anak didik putri (Pi)

Mengetahui nama-nama anka didik.

Mengetahui identitas lain dari anak-anak.

Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari.

Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik (tentang
pelajaran, satus social/ekonomi, dan lain-lain).
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¢) Melakukan Penilaian
- Tingkah laku anak didik sehari-hari disekolah.

Kerajinan, ketekunan, dan kesantunan.

d)

Majelis gur g bertangaung jawe epala Sekolah dalam

Daftar piket.
e) Buku absensi.
f) Tata tertib kelas.

Majelis guru membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam
penyususnan dan pembuatan statistic bulanan anak didik meliputi:
a) Pengisisan daftar kehadiran peserta didik.
b) Pembuatan catatan khusus tentang anak didik.
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c) Pencatatan mutasi anak didik.

d) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar.

e) Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar.
6. Tugas dan Fungsi Majelis Guru

- Mengisi dan meneliti daftar hasil sebelum memulai pelajaran.

- Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.

D. Struktur Organisasi Tata Usaha (TU)

Selanjutnya adalah gambar struktur organisasi Tata Usaha (TU) adalah:
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1. Tugas Kepala Tata Usaha

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

Mengkoordinasi semua kegiatan pelaksanaan administrasi mulai dari:

administrasi.

2. Tugas Ad

Pengisian buku kas dan laporan keuangan/SPJ gaji, UUDP/uang
lembur/DPP.

Laporan kemajuan anggaran.

Penyimpanan bukti pengeluaran uang no SPJ.

Mengetik dan mendokumentasikan DP-3.

Membuat Format F1 dan F3.

Melaporkan SPT tahunan baik sekolah maupun guru dan karyawan.
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3. Tugas Administrasi Kesiswaan

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

4. Tugas Administrasi Kurikulum

Mendata penerimaan peserta didik baru.

S £33 ¢

ARAAS

p/ sertifikat siswa

dengan tahun

siswa penerima

&

. (3 ‘
Membuat data sta ﬁ !- Q’m‘b‘

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:

Pembuatan format dan pengetikan jadwal pelajaran, pembagian tugas
guru dalam mengajar.

Pembuatan SK pembagian tugas tambhan guru (SK Wakil, Wali Kelas,
pustaka, dan piket)
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- Pembuatan kalender pendidikan sekolah sesuai acuan dinas kota
Pekanbaru/ dinas pendidikan provinsi Riau.

- Penyiapan ujian semester, ujian UAS, dan Ujian Nasional.
Pengajuan datar nilai/leger yang meliputi: nilai raport, nilai US dan nilai

Mengurus latihan pra jabatan'dan sumpah pegawai negeri.

- Mengurus penataran guru.

- Menyiapkan/mengisi: uraian tugas guru dan pegawai.

- Buku SKP.

- Membuat daftar urutan kepangkatan (DUK) PNS.

- Rencana pengembangan SDM yaitu program sekolah yang dibuat oleh
masing-masing urusan yang ada di sekolah yang tertuang dalam RAPBS.
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- Analisis kebutuhan guru dan pegawai.
- Melaksankan tugas lain yang berhubungan dengan kepegawaian dan

tugas sekolah lainnya.

engisi: uraian tugas guru dan pe

ah surat masuk

inistrasi surat

Mengadakan pengadaan sara
- Mengadakan perawatan sarana.
- Melaporkan keadaan sarana sekolah pada setiap semester.

7. Tugas Administrasi Sarana Prasarana

Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dalam:
- Membuat buku induk/inventaris barang.

- Membuat buku non inventaris.
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Membuat buku pemeliharaan.
Membuat buku kendali/stok barang.

Perencanaan/penyususnan kebutuhan barang.

Pengelolaan _inventaris: penerimaan barang, pembelian barang,

eliharaan barang,

labor, WC, dan gudang).

Memelihara/mengelola sarana/prasarana kebersihan (sapu, keset, asbak,
keranjang sampah, tong sampah).

Merapikan tempat dan ruangan kerja kepsek, guru dan TU.

Menata perlengkapan dan keindahan tempat dan lingkungan kerja.
Membersihkan dan memelihara/mengelola peralatan rumah tangga:

peralatan makan/minum, dan perlengkapan lainnya.



Peralatan pertukangan/perbaikan non inventaris/non keterampilan.
Menyiapkan dan membenahi tempat untuk rapat-rapat.

Mengontrol keadaan air dalam bak dan tengki air.

Mengisi bak air, menyediakan lap tangan, sabun dan handuk kecil di
toilet kepala sekoalh dan.guru.

Mengunci pintu dan jendela setiap ruangan kantor, dan kelas.

Menaikkan dan menurunkan bendera merah putih setiap hari, pagi dan
sore setiap hari kerja.

Penjaga sekolah wajib tinggal dilingkungan sekolah.

10. Tugas Petugas Kebersihan

Melaksanakan kebersihan halaman depan dan belakang setiap kelas,
kantor (guru, kepsek, TU, labor, mushallah) kebun, dan tanaman sekolah.
Melaksanakan/mengontrol ~ kebersihan  tempat .~ wudhu, WC
mushallah/siswa.

Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah selama 24 jam.

11. Tugas Satpam

Menjaga keamanan--dan/\ ketentraman setiap hari dari pencurian,
pengrusakan, coret-coret, kebakaran, dan gangguan dari luar.
Melaporkan kejadian/keadaan yang sifatnya merugikan sekolah kepada
yang berwajib (Kepala Sekolah, Polisi)

Melayani keluar masuk guru, siswa, orang tua/wali murid, tamu dan lain-
lain melalui pintu gerbang setiap hari kerja.

Mengatur ketertiban parker sepeda motor siswa, guru/karyawan dan
tamu.

Melayani kegiatan ekstra kurikuler pada sore hari.

Menegur/mendidik siswa yang melanggar ketertiban, keamanan dan
kenyamanan lingkungan sekolah.

Melaporkan siswa yang melanggar aturan sekolah kepada bagian yang

bertanggungjawab.
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Mengatasi hal-hal yang menganggu keamanan dan ketertiban lingkungan
sekolah.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan

Swasta Muhammad isajikan e ahasan terhadap

hasil-hasil pene A Pintar dalam

usaha meningka ’ data dianalisis

diperoleh melalu
A. Evaluasi lonesia Dalam

Usaha Mampu Di
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Program |
Kecamatan Bukit

Kebudayaan yang

layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan menggunakan Kkartu yaitu Kartu
Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas/penanda penerima bantuan dana PIP, setiap

siswa yang menerima bantuan PIP hanya berhak mendapatkan satu KIP yang bertujuan
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untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan

pendidikan yang layak.

Kartu Indonesia Pintar.adalah salah satu program dari Indonesia Pintar. Program

Indonesia Pintar ini.berbentuk pemb unai pendidikan. kepada anak usia
sekolah (6-21
memiliki Kart

piatu, penyand

Program ya transportasi,

ANt v “’

biaya perlengkap ui dan menilai
apakah program
tersebut telah te

pelaksanaannya

AR AT

<%

menunjukkan penila

a. Efektifitas Prog A ~ Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pend ampu Di Kecamatan Bukit

R Kota Pekanb .
aya Kota Pekanbaru “““

Efektifitas adalah suatu tingka yang dihasilakan oleh seseorang
atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan
kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap

semakin efektif.
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Ditinjau dari segi pengertian efektifitas diatas, maka dapat di artikan bahwa
efektifitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalm

pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam perkembangan.

Indonesia

“Dalam proses

semakin baik terma

“Untuk progress dari target belum tercapai karena proses pengurusan Kartu Indonesia
Pintar ini cukup rumit bagi siswa SMP seperti pengurusan ke RT/RW. Pelaksanaan.”
(Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Di lanjutkan oleh Ibu Zulfirina S.Pd Wakil Kesiswaan SMP Negeri 22 Kota

Pekanbaru, beliau mengatakan:



“Didalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar ini pencapaiannya masih
besekitaran 70%. Mengenai sasaran untuk siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia
Pintar ini belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak siswa yang seharusnya bisa
mendapatkan bantuan dari Progran Kartu Indonesia Pintar ini namun tidak memenubhi
syarat yang telah ditentukan program.tersebut tidak-bisa mendapat bantuan dari Kartu
Indonesia Pintar. Untuk data siswa yang menerima program ini tergantung dari siswa
itu sendiri, ingin mengurus atau tidak. ” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Berikut ini-hasil wawancara peneliti dengan \Wakil Kurikulum SMP Swasta

YLPI Kota Pekanbaru Ibu Desmarita Susanti, S. Pd, yang memaparkan:

“Kalau secara nasional targetnya untuk sekolah kita kayaknya masih belum semua
yang terakomodir. Artinya menurut saya hanya beberapa yang beruntung. Karena
apakah kuota untuk SMP kita terbatas atau bagaimana, kalau target untuk
penggunakannya jelas tercapai tetapi untuk secara masih kurang karena yang misalnya
dana untuk siswa ada 20 orang tapi hanya setengah .yang mendapatkan.” (Hasil
wawancara, 28 Juli 2020)

Kemudian kepada Wakil Kesiswaan Ibu Syarifah Nurafidah, S.Pd, SMP Negeri

35 Kota Pekanbaru mengatakan:

“Menurut saya belum tepat sasaran yang dimana siswa yang seharusnya membutuhkan
dana bantuan dari program KIP ini justru tidak mendapatkan dan tidak terdaftar
sebagai penerima program KIP tersebut, setau saya itu kan tergantung dinas yang
mengeluarkan dana dan siapa saja yang mendapatkan. Kalau soal berbeda-beda setiap
tahunnya yang mendapatkan KIP itu saya kurang tahu ya karena pihak sekolah hanya
mendapatkan data yang diberikan kepada pihak sekolah, selanjutnya itu kan udah
menjadi kewenangan dinas pendidikan. Jadi tibanya sekolah menyalurkan data saja.”

(Hasil wawancara, 27 Juli 2020)



2. Tercapainya Tujuan Dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar
Tercapainya tujuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk
mencapai sarana dari suatu program. Untuk itu dalam menjalankan suatu program maka
dibutuhkan tujuan yang-dapat menunjang berjalannya suatu program iu sendiri. Di SMP
Negeri dan SMP Swasta dalam menjalankan program KIP diperlukan tujuan yang dapat

mendukung jalannya pelaksanaan.

Hal ini senada berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Elly dan Ibu
Wiwit selaku Orang Tua Wali Murid yang menggunakan KIP SMP Negeri 22 Kota
Pekanbaru, meraka mengatakan:

“Menurut saya program KIP ini sudah cukup bagus terlebih lagi bisa membantu sedikit
kebutuhan siswa, meskipun ada beberapa kendala seperti pengurusan persyaratan
karena pihak sekolah hanya memberi informasi mengenai KIP ini selebihnya diurus
oleh saya pribadi dan anak. Bantuan dari KIP ini masih belum cukup untuk kebutuhan
anak saya namun saya sebagai ‘Orang-tua, sudah Cukup bersyukur. dari bantuan ini.
Selain itu pengurusan syarat program ini cukup rumit dan menyita waktu yang lama.”
(Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Pada SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru peneliti melakukan wawancara dengan

Ibu Sri Rama Yanti, S. Si sebagai Kesiswaan mengungkapkan sebagai berikut:

“Yang jelas Program Kartu Indonesia“Pintar ini programnya kan untuk membantu
anak atau siswa yang kurang mampu, otomatis dengan adanya program ini sangat
membantu sekali. Terlebih lagi juga memotivasi semangat mereka untuk belajar lebih
giat lagi. Saya juga bingung mengenai masalah ini, karena program Kartu Indonesia
Pintar ini murni dari dinas pendidikan saja. Mengenai data yang berbeda-beda itu
dilihat dari data yang mana, sementara kita tidak pernah mengajukan tiba-tiba ada.

Selain itu kelemahan dari KIP ini lambat dalam penyalurannya. Karena jika saat kelas



9 sudah lulus kemudian ia mendapatkan dana dari KIP namun karena sudah lulus ia
tidak bisa lagi mengambil dana tersebut, jadi rugi. Jika demikian alangkah baiknya
dana yang hangus itu diberikan kesempatan kepada siswa yang lain. Saya rasa itu
wewenang dari dinas pendidikan sepenuhnya.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)
Sedangkan Ibu_Erni. M; S:Pd.\Wakil KepalaSMP Negeri.35 Kota Pekanbaru,

mengatakan:

“Menurut saya mengenai KIP ini_beluni| cukup:membantu anak-anak kurang mampu,
karna dana yang.didapatkan*itu belum cukup membantu-kebutuhan setiap siswa.
Sedangkan berbicara mengenai target KIP ini kan program dari pusat ya, jadi kalau
target sudah tercapai karena dana tersebut sampai kesiswa yang mendapatkan KIP
tersebut ” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Ada juga pendapat dari Bapak Ade Sutian S.Pd sebagai Wakil Kesiswaan SMP

Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, mengatakan:

“Progressnya bagus sih cuman pemerataannya saja yang kurang. Karena masih ada
beberapa anak seharusnya dapat tetapi belum dapat. Kalau untuk tercapainya otomatis
pendataanlah. Pendataan yang dibutubkan itu emang_harus jelas, siapa yang betul-
betul harus dibantu. Nah itu kita harus. tau ya dari pendataaan tadi.” (Hasil
wawancara, 27 Juli 2020)

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Muklis S.Pd Wakil Kurikulum SMP
Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, berikut petikannya:

“Ya seharusnya target yang dicapai itu pendataannya itu harus langsung sesuai dengan
keadaan orng tua/keadaan anak tersebut. Jadi ketika memberi bantuan itu bentuk dana
bantuan itu pas kepada orang yang harus menerima. Jika mengenai sasarannya itu
yang saya kurang mengerti, terkadang ada yang mohon maaf dalam finansial dia
mampu atau lebih dia bisa dapat dana dari KIP itu, tapi ada juga yang benr-bener
membutuhkan bisa tidak dapat dana dari KIP itu. Menurut saya sasarannya masih
kurang efisienlah.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan hasil observasi yang dapat didapatkan
melalui wawancara penulis dengan key informan dan informan dapat disimpulkan

bahwa, kegiatan Program Indonesia Pintar ini masih belum mencapai target dari tujuan

o

o)

b. Efisiensi P z Dalam Usaha
Meningkatk g
g
id

Raya Kota Pe

Efisiensi ada

berdasarkan besar S A a apai hasil yang
diinginkan.
1. Dalam Mencapai Ha: Dalam Program Kartu

Indonesia Pintar
Berikut hasil wawancara kepada Ibu Erma Susilawati, S.Pd Kepala Seksi
Kesiswaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,beliau mengatakan:

“Menurut saya dengan adanya program KIP ini bisa membantu masalah keadaan
pendidikan seperti bantuan untuk siswa yang kurang mampu, memenuhi keperluan

perlengkapan sekolah. Kalau kegunaannya seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung
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dari pihak siswa yang mendapatkan maupun pihak sekolah.” (Hasil Wwancara, 18 Juni
2020)
Berikut hasil wawancara peneliti kepada Ibu Eviwijriati S.Pd selaku Wakil

Kepala Sekolah dan Ibu Zulfirina, S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 22 Kota

transportasi, dan
Selanjut - senada pen Na epada Ibu Elly dan
Ibu Wiwit Orang ' ' Nege K atakan:

“Menurut Ibu EIl
menjelaskan ba \ apatkan ' setiz , ster dan digunakan

sepenuhnya untuk ke
Wakil Kur

“sangat membantu se ) , bagi siswa yang

mereka disekolah.”

mengungkapkan adanya program Kartu Indonesia Pintar, sebagai berikut :

“Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya cukup membantu dalam memberikan
dana bantuan kepada siswa yang kurang mampu.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)
Kemudian Wakil Kesiswaan SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru lbu Syarifah

Nurafidah, S.Pd memaparkan sebagai berikut :



“Kalau kegunaannya untuk siswa itu sendiri digunakan sebagai urusan administrasi
disekolah, maksudnya jika dana itu cair pihak sekolah menyalurkan dana itu digunakan
untuk pembayaran administrasi yang belum selesai, seperti uang baju, uang buku dll.
Tapi itu tergantung siswa itu sendir.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Ada juga pendapat dari Bapak.Ade Sutian.\Wakil Kesiswaan SMP dan Bapak
Muklis S.Pd Wakil Kurikulum Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru. Mengatakan:

“Menurut saya program ini bagus-ya) Kalau “hisa ,dikembangkan lagi supaya yang
memang yang membutuhkan.bisa mendapatkan dana bantuan itu. ” (Hasil wawancara,
27 Juli 2020)

Berdasarkan observasi penulis dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Key

Informan dan Informan mengenai efesiensi program Kartu Indonesia Pintar ini dana
untuk pembiayaan sekolah siswa dalam membeli keperluan sekelahnya, uang baju, uang
transportasi dan uang saku. Dana yang diberikan belum mencukupi kebutuhan siswa itu
sendiri. Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan
Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
dapat terlihat jika sebagian dari dana tersebut digunakan untuk keperluan sekolah siswa.

Selain itu, pihak sekolah juga suda berupaya agar siswa yang pantas menerima
bantuan dari Kartu Indonesia Pintar mendapatkannya tetapi belum optimal dikarenakan
siswa yang tidak menerima Kartu Indonesia.Pintar tidak secara maksimal berpartisipasi
dalam mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Pihak sekolah yang membantu siswa dalam
proses penyaluranan dana dari Kartu Indonesia Pintar ini sendiri tidak mengetahui
secara pasti bagaimana alur yang jelas dalam mendapatkan dana bantuan dari Kartu

Indonesia Pintar.
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c. Kecukupan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dkatakan tujuan yang telah dicapai

berhubungan denga as den KSI seberapa jauh
alternative yang ada : aska : mpatan dalam

menyelesaikan m

1. Kecukupan Pel s agi Sis artu Indonesia

Pintar
Berikut has i S.Pd Kepalasa
Seksi Kesiswaan S engenai indikator

operator sekolah yang tidak jelas dan belu gkap hingga proses Verifikasi ~ (Hasil
wawancara, 18 Juni 2020)

Dilanjutkan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru Ibu Evijriwati
S.Pd, beliau mengatakan:

“Untuk Program KIP ini belum cukup dalam pendaan maupun dana yang diberikan.

Dana yang diberikan itu tidak cukup untuk digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan



sekolahnya, meskipun demikian program ini sudah membantu siswa.” (Hasil
wawancara, 22 Juni 2020)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Wakil Kesiswaan Ibu
Zulfirina S.Pd SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Dari yang saya lihat dana dari program KIP ini belum cukup ya untuk memenuhi
kebutuhan siswa apalagi dalam pemenuhan kebutuhan sekolahnya. Untuk apakah KIP
ini dapat memecahkan masalah menurut saya masih, belum meskipun sedikit terbantu
dengan adanya program KIP.ini” (Hasil wawancara, 22 Juni.2020)

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Orang Tua Wali Murid SMP Negeri

22 Kota Pekanbaru, lbu Wiwit. mengatakan:

“Dana yang diberikan pihak sekolah sebetulnya tidak terlalu cukup, mengingat
banyaknya keperluan.dan kebutuhan sekolah anak yang harus dipenuhi. Namun dengan
adanya Program KIP ini sedikit membantu kami. Kalau untuk memeotivasi anak dalam
belajar sama saja” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Rama Yanti, S.SI sebagai Kesiswaan

SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru :

“Jika kita analisa untuk keuangannya tentu masih jauh lah yakan, Rp. 375.000 itu
kalua rata-ratakan sebulan itu tidak mencukupi. Cukupnya ftuuntuk membeli ATK nya
saja. Dan terkadang kita peruntukkan juga untuk pembayaran SPP nya dikarenakan
Swasta kan ada uang SPP prbulannya, terkadang ya kalau mereka mau dialihkan ke
SPPnya artinya tidak terpenuhilah.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Berikut hasil wawancara kepada Ibu Desmarita Susanti, S.Pd Wakil Kurikulum
SMP Swasta YLPI Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Untuk biaya pendidikan ini tentu sangat belum cukup, seperti yang saya bilang tadi itu
hanya bisa membeli ATK mereka saja untuk proses belajar mengajar seperti buku,
tugas yang diprint, itupun hanya 50% bisa membantu.” (Hasil wawancara, 28 Juli
2020)



Kemudian Ibu Syarifah Nurhafidah, S.Pd Wakil Kesiswaan SMP Negeri 35
Kota Pekanbaru, mengatakan :

“dilihat dari faktanya yang ada menurut saya dana tersebut masih kurang dalam
membantu setiap siswa yang mendapatkan program KIP tersebut. Yang dimana setiap
dana yang cair tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam pembayaran kewajiban
siswa itu sendiri.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Wakil Kurikulum Bapak Muklis' S.Pd ‘SMP, Swasta Muhammadiyah 2 Kota

Pekanbaru. Berikut tanggapannya:

“Kalau ditanya kebutuhan ya kurang cukup. Kalua khusus siswa yang sekolahnya SPP
nya berbayar seperti Kita swasta disini itu kurang dengan anggaran yang seharusnya.
Kami kan dapatnya dana KIP itu Rp. 375.000/semester, otomatis itu kurang karena
SPP nya saja udah Rp. 250.000/bulan. Jadi dana KIP itu kita bantu dia menjemput
dana itu ke bank kemudian diarahkan untuk menyelesaikan wrusan uang sekolahnya.”
(Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Ada juga pendapat dari Bapak Ade Sutian S.Pd Wakil Kesiswaan SMP Swasta

Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru, mengatakan:babwa :

“Belum memecahkan masalah sih sebetulnya secara masih banyak anak-anak yang
membutuhkan.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Dari jawaban-jawaban informan yang penulis rangkum, maka dapat dilihat
bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk . mengatasi permasalahan ataupun kendala
dalam pelaksanaan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Upaya-upaya tersebut dilakukan bersama agar program KIP terlaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan dari

indikator kecukupan terhadap Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar



dalam usaha meningkatkan Pendidikan masyarakat kurang mampu di kecamatan Bukit
raya Kota Pekanbaru melihat dari kesempatan siswa yang kurang mampu untuk
mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dapat terlihat masih belum mencukupi kebutuhan
siswa dalam pemenuhan kebutuhan.sekolahnya. Selain itu masih_banyak siswa yang
harusnya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tetapi belum menerimanya jika dilihat
usaha yang dilakukan oleh sekolah. untuk membantu,siswa mendapatkan dana bantuan
tersebut dikarenakan masih tidak meratanya program ini.

d. Perataan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar. Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan
keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik, kebijakan yang
berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil
didistribusikan. Suatu program tertentu_mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi

apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan dan kewajiban.

1. Pemerataan Layanan Yang Diberikan Dalam Program Kartu Indonesia Pintar
Kemudian peneliti malakukan wawancara dengan Operator PIP SMP di Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Muhammad Fachri S.Kom, mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai Operatur PIP di SMP layanan ini sudah disampaikan ketiap-
tiap sekolah menengah pertama sehingga tentu saja informasi tersebut telah
disampaikan pihak sekolah kepada siswa” (Hasil wawancara, 18 Juni 2020)

Wakil Kepala SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Ibu Eviwijriati

S.Pd, mengatakan sebagai berikut:



“Dalam memberikan informasi layanan program KIP ini sudah dilakukan ya,
mengingat masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan, tetapi belum merata. Tentu
dengan adanya program KIP ini bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat yang
kurang mampu dalam bidang pendidikan” (Hasil wawancara 22 Juni 2020)

Orang Tua Wali Murid «SMP_ Negri...22 Kota Pekanbaru. Ibu Elly,

mengungkapkan sebagai berikut:

“PIP ini menurut saya membantu- Sedikit “dalam. menyelesaikan permasalahan
masyarakat kurang mampudan masih banyak juga anak<anak dan_orang tua yang
belum mengetahui tentang program KIP ini selain itu_ada orangtua yang kurang
mampu tapi tidak mendapatkan KIP ini”” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Rama Yanti, S.Si sebagai Kesiswaan

SMP Swasta Y LPI Kota Pekanbaru :

“Seperti yang saya-bilang tadi serasa ada yang kurang maksimal, dari segi mana
dilihatnya entah dari gaji orang tua atau gimana jadi kita juga gak tau target
pemerintah entah seperti apa entah gaji/pekerjaan seperti pekerjaan orang tua yang
freelance. Jadi memang untuk sasaran nya_disekolah ini masih sedikitlah. Masih
sedikitlah yang terpenuhi, Karena kan harapannya untuk anak-anak yang kurang
mampu ini seharusnya terpenuhilah. Jadi karena itu juga saya bingung dengan
pemerintah KIP ini “syarat detail ini. Belum tersosialisasikan atau belum
tersampaikan.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Bapak Muklis S.Pd selaku Wakil Kurikulum SMP Swasta Muhammadiyah 2

Kota Pekanbaru mengenai perataan layanan yang diberik program KIP adalah sebagai
berikut:

“Artinya kalau untuk pemerataan layanan tidak semua daerah. Masih banyak juga di
beberapa daerah lain yang tidak tau menau soal dana KIP ini. Kalua untuk sekolah ini

sendiri disosilisasikan kesekolah tidak ada ya. Cuma kita hanya mendata, ada tidak
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anak-anak ini yang mempunyai kartu Indonesia pintar itu.” (Hasil wawancara, 27 Juli
2020)
Berikut ini petikan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syarifah Nurafidah, S.Pd

Wakil Kesiswaan mengatake

2. Keadilan Bé ﬂ : i ‘{’ tu Indonesia

pusat pun belum cukup adi ‘ Qq“- dibe belum sepenuhnya dapat
memenuhi  kebutuhan siswa sehingg pisa memecahkan permasalahan
masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan” (Hasil wawancara 22 Juni 2020)

Wakil Kepala SMP Negeri 35 Kota Pekanbaru Ibu Erni. M, S.Pd mengatakan
bahwa :

“Belum merata ya, karvena yang memilih siswa yang mendapatkan bantuan KIP

tersebut yaitu dinas pendidikan itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi banyak



siswa yang mendaftar tapi yang mendapatkan hanya setengah bahkan seperemat dari
yang mendaftar.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)
Bapak Ade Sutian S.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMP Swasta Muhammadiyah 2

Kota Pekanbaru, mengatakanbahwa :

“Terbantu sih tetapi belum maksimal, karena biaya pendidikan itu kan mahal terlebih

’

lagi swasta. Jadi pun kalau berharap dengan dana bantuan dari KIP iu ya tidak cukup’
(Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa pemerataan dalam Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar
Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut belum bisa memcahkan persoalan-persoalan
permasalahan pembiayaan untuk pendidikan.

Jadi hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan dari indikator
perataan terhadap Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Mayarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru melihat dari item indikator pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar dan
keadilan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program Kartu indonsia Pintar,
dana bantuan yang diberikan dari Kartu Indonesia Rintar ini belum merata mengingat
masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan karena dana yan diberikan belum
cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa dan permasalahan masyarakat yang
kurang mampu. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Pihak Dinas Pendidikan
selaku pengelola data siswa yang mendaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar

belum tersosialiasikan secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari banyak sekolah yang
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tidak mengetahui prosedur pendataan siswa yang termasuk dalam program Kartu
Indonesia Pintar.

e. Responsivitas Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang M Di Kecamatan Bukit

belum menangga

adanya suatu keb

1. Program Daf C M3 : : Indonesia

Pintar

Swasta.

Berikut hasil wawancara peneli epala Seksi Kesiswaan SMP di Dinas

Pendidikan Kota Pekanbaru Ibu Erna Susilawati S.pd, beliau mengatakan:

“Menurut Saya program KIP ini dapat sedikit membantu memecahkan masalah bagi
masyarakat kurang mampu. Untuk pemberian bantuan kepada siswa itu lebih kepada
urusan pihak sekolah yang mengatasi karena tugas kami hanya memantau data-data
anak mendaftar program KIP yang diberikan oleh pihak sekolah” (Hasil wawancara 18
Juni 2020)



Saat melakukan wawancara pada SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru dengan Ibu
Zulfirina S.Pd sebagai Wakil Kesiswaan mengungkapkan sebagai berikut:

“untuk masyarakat kurang mampu program ini membantu ya, dalam artian dapat

meringkankan beban orang tua dari dana bantuan yang-diberikan” (Hasil wawancara,
22 Juni 2020)
Kemudian berdasarkan wawancara langsung dengan Orang Tua Wali Murid

SMP Negri 22 Kota Pekanbaru, Jou-Wiwit mengatakan'bahwa:

“Pelayanan yang diberikan sudah cukup puas ya, membantu meringankan beban dalam
memenuhi kebutuhan sekolah anak dan pihak sekolah pun juga sudah memberikan
arahan mengenai pengurusan KIP.ini serta memberikan dana nya tepat wakru. ” (Hasil
wawancara, 23 Juni 2020)

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancarayang dilakukan penulis

kepada key informan dan informan mengenai responsivitas dalam Program Penyaluran
Kartu Indonesia Pintar dalam Usaha Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Di
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah pregram ini dipandang sudah mampu
meringankan beban siswa kurang mampu namun adanya harapan untuk kedepannya
lebih baik lagi agar semua siswa miskin bisa merasakan manfaat Kartu Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penelitr menyimpulkan Program
Penyaluran Kartu Indonesia Pintar-dalam.Usaha Meningkatkan Masyarakat Kurang
Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru cukup membantu siswa dalam
memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi dana yang diberikan belum terlalu cukup untuk
keperluan sekolah siswa itu sendiri. Selain itu juga dapat sedikit membantu

memecahkan masalah masyarakat yang kurang mampu.



f. Ketepatan Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru

Ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak
bebas terhadap suatu-sasaran. Ketepatan -merupakan actor yang diperlukan seseorang
untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan merupakan factor yang diperlukan
seseorang untuk memberi arah kepada seseorangt dengan-maksud dan tujuan.

1. Adanya Manfaat Program Bagi Siswa Dalam Program Kartu Indonesia Pintar
Adanya manfaat program ini bagi siswa agar siswa lebih semangat bersekolah

dengan nyaman tidak memikirkan biaya atau kebutuhan sekolahnya yang memerlukan
biaya untuk membeli buku, transportas, pakaian dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erma Susilawati S.Pd sebagai Kepala
Seksi Kesiswaan SMP di Dinas Kota Pekanbaru, mengatakan:

“menurut saya target dari PIPpitu sudah jelas, karena diperuntukkan siswa yang
kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan"dibidang pendidikan” (Hasil wawancara,
18 Juni 2020)

Dan berikut hasil wawancara peneliti kepada Orang Tua Wali Murid SMP Negri

22 Kota Pekanbaru Ibu Elly, mengatakan bahwa:

“KIP ini sudah diberikan kepada orang.yang tepat seperti saya contohnya yang
memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. Jika tidak diberikan
per-semester juga akan menyusahkan kita karena untuk biaya tugas anak terkadang
membutuhkan biaya yang banyak. ” (Hasil wawancara, 23 Juni 2020)

Berikut hasil wawancara penelti kepada Wakil Kurikulum SMP Swasta
Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru Bapak Muklis S.Pd mengenai dana program KIP

dengan ketentuan pemanfaatan dana, mengatakan bahwa :



“Kalau untuk pemanfaatannya sesuai, pas dengan yang di targetkan pemerintah tapi
intinya sekali lagi besar dana yang kurang sehingga pemanfaatannya jadi tidak
maksimal.” (Hasil wawancara, 27 Juli 2020)

2. Ketepatan Tujuan Program Dari Kartu Indonesia Pintar

Kemudian peneliti melakukan.wawancara.dengan Wakil Kepala Sekolah SMP
Negeri 22 Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Target dari PIP sini belum tepat, dikavenakdny masih banyak siswa yang tidak
mendapatkan KIP.«ini, meskipun KIP ini bisa membantu- siswa dalam kebutuhan
sekolahnya. Mengenai pemanfaatan dana itu tergantung masing-masing siswa dan
orang tua nya.” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Dan kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Zulfirina S.Pd sebagai

Wakil Kesiswaan sekolah SMP Negeri 22 Kota Pekanbaru, mengtakan bahwa:

“Belum mencapai target ya, karena masih banyak siswa yang kurang mampu belum
mendapatkan bantuan dari KIP ini, dan tentang pemanfaatan dana yang didapatkan
oleh siswa saya rasa belum cukup. ” (Hasil wawancara, 22 Juni 2020)

Kemudian hal ini senada dengan.lbu Syarifah:Nurafidah, S.Pd Wakil Kesiswaan

SMP 35 Kota Pekanbaru dan Ibu Rama Yanti S.Si Kesiswaan SMP. Swasta YLPI Kota
Pekanbaru mengatakan;

“Menurut saya cukup baik dimana pemanfaatan KIP ini sudah dimanfaatkan oleh siswa
sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana. Dana KIP tersebut dapat digunakan siswa
dalam membeli keperluan sekolahnya. Taptuntuk kami disekolah ini menyarankan agar
dana diterima tersebut dapat digunakan siswa untuk membayar administrasi
sekolahnya tapi itu tergantung siswa dalam pemanfaatannya karena kami pihak sekolah
hanya menyarankan saja.” (Hasil wawancara, 28 Juli 2020)

Dan peneliti mewawancarai Bapak Ade Sutian S.Pd selaku Wakil Kesiswaan
SMP Swasta Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru tentang ketepatan target program KIP

ini, mengatakan bahwa :



“Kalau untuk ketepatan, target untuk pembagiannya tepat Cuma ketepatan biaya
jumlahnya lagi kalau bisa ditambah untuk biaya pendidikan. (Hasil wawancara, 27 Juli
2020)

Berdasarkan observasi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bawahsanya
ketepatan penyaluran® proram Kkartu Indonesia pintar dalam usaha meningkatkan
pendidikan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru
tepat dalam pelaksnaaan dan pemberian ‘jumtah dan bantuan yang akan digunakan oleh
siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya. Program ini dipandang sudah berjalan
dengan baik dan diharapkan masalah-masalah yang timbul tentang tidak meratanya
Kartu Indonesia Pintar bisa diatasi agar program ini bisa maksimal membantu seluruh
siswa tidak mampu dalam pendidikan. Ketepatan target untuk siswa yang kurang
mampu tidak sepenuhnya tepat sasaran masih ada juga siswa yang kurang mampu tidak
mendapatkan KIP tersebut. Dan jumlah dana yang kurang sehingga pemanfaatan jadi
tidak maksimal untuk pembiayaan-pendidikan.

B. Hambatan Penyaluran Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha
Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya hambatan dalam Evaluasi Program
Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat
Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program Indonesia pintar sudah terlaksana tetapi belum

mencapai target sesuai dengan tujuan program tersebut. Karena masih
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak petugas KIP mengenai

kebijakan program Kartu Indonesia Pintar.
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2. Masih belum jelas proses pendataan dalam menyeleksi siswa yang berhak

menerima dana bantuan sehingga mengakibatkan banyaknya siswa yang

lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan dari KIP.

peruntukannya tidak
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

yang berhenti se membe t pu di sekolah baik
yang ditingkat da
memperoleh akse encegah murid
mengalami putus s 2kolah  kembali

bersekolah. Selai jua Ao < i i pada siswa agar

Dari hasil data dan wawancara peneliti dari enam indikator tersebut oleh Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru dan SMP Negeri dan Swasta yang ada di Kecamatan Bukit
Raya yang telah peneliti wawancarai, dapat diambil kesimpulan belum meratanya
bahwa pelaksanaan program KIP pada SMP Negeri dan Swasta susdah terlaksana tetapi

masih
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butuh penambahan dan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah agar cukup untuk
memberi kebutuhan siswa dalam membayar kewajiban sekolahnya. Selain itu

pemberian informasi mengenai KIP dan data siswa belum disosialisasikan sepenuhnya

Adapun sara g ingin penulis ‘ : alam Program

Pelaksanaan Ka
Masyarakat Kurang (U mahasis ﬂ gram ini dapat
terus di evaluasi

diharapkan dalam

baik sesuai denga QQ
2. Diharapkan agar petugas ‘ ¢ ekolah lebih sering melakukan
sosialisasi kepada orang tua siswa penerima harus diinformasikan kesemua
calon penerima, minimal satu kali persemester. Agar para siswa pemegang KIP
bisa mengetahui mekanisme penyaluran dana KIP trsebut.

3. Diharapkan petugas KIP bisa melakukan pengawasan terkait penggunaan dana

KIP. Agar tujuann dari penyaluran dana KIP tersebut bisa tepat sasaran.
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4. Kepada pemerintah kebijakan ini baik dan tetap dilanjutkan, akan tetapi
mempertimbangkan kembali dengan menambah jumlah dana yang diberikan

kepada setiap peserta didik, supaya keperluan untuk pendidikan dapat terpenuhi.
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